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ABSTRAK 
 
 Remisi merupakan suatu hak bagi setiap narapidana, sehingga dari sistem 
yang berlaku tidak ada yang menghambatnya. Pemberian remisi khusus bagi para 
narapidana ini sendiri adalah sebagai bentuk dan perwujudan dari kemajuan dan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dikaitkan dengan suatu peristiwa 
keagamaan tertentu. Peraturan yang ada dan berlaku saat ini ketentuan yang mengatur 
mengenai remisi ada dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 
1999. Remisi diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang melakukan tindak 
pidana salah satunya pelaku tindak pidana pembunhan, Kewenangan pemberi remisi 
dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Remisi diberikan kepada 
anakpidana maupun narapidana yang berkelakuan baik sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Masalah yang muncul adalah Bagaimana ketentuan remisi yang terdapat 
dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam 
terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku 
tindak pidana pembunuhan.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai ketentuan 
remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 dan untuk mengetahui 
tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap 
pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan. 
 
 Penelitian ini bersifat deskriptif analilitik dan content analitik karena metode 
yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data, menyusun, 
menjelaskan dan menganalisa yang kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan. 
Jenis penelitian ini adalah library reseach atau penelitian kepustakaan dimana data 
primernya adalah Keppres RI No 174 tahun 1999 dan data sekundernya berupa buku-
buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para 
ahli dalam bidang remisi untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum 
yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting. 
 
 Hasil dari pembahasan ini pada dasarnya pemberian remisi pembunuhan 
menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 ini diberikan kepada pelaku setelah ia 
mendapatkan putusan atau dengan kata lain setelah ia melaksanakan hukumannya, 
remisi penulis kategorikan sebagai mashlahah mursalah karena perbedaan remisi 
dengan pengampunan dalam jarimah kisas diyat. Pengampunan dalam jarimah qishas 
dan diyat menyerahkan hukuman kepada pihak ahli waris korban meskipun tetap 
dalam pengawasan ulil amri sedangkan remisi dari pihak korban tidak mempunyai 
kewengan menjatuhkan hukuman karena sudah ada hakim yang menjalankan proses 
peradilannya. Selain itu secara tidak langsung putusan hakim yang mempunyai 
ketetapan hukum dapat berubah dengan adanya pengurangan hukuman, tentu dirasa 
kurang adil bagi pihak korban yang nyata-nyata telah kehilangan nyawa keluarganya. 
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MOTTO 
 
“ Tidak selamanya kita harus berjalan , sesekali perlu untuk 
duduk, kemudian merenung tentang hidup UNTUK MASA 
DEPAN “ 
 
Perhatikanlah sejarahmu untuk hari esok (QS 59 : 18)  
                                       
    
Selagi aku berdiri dan bernyawa, aku akan mencoba dan terus 
berusaha 
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PERSEMBAHAN 
Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga 
hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski 
terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila 
semuanya terlalui dengan baik. Meski harus memerlukan 
pengorbanan. 
Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang 
senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia 
mendampingiku saat kulemah tak berdaya ( ayah dan ibu 
tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada putri tercinta 
dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semuanya. 
Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian 
yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh 
lebih bermakna, karena tragedy terbesar dalam hidup bukanlah 
kematian tetapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk 
sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan 
nyata agar mimpi dan juga angan tidak hanya menjadi sebuah 
bayangan semu. 
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DAFTAR TRANSLITERASI 
A. Transliterasi  
1. Konsonan  
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut: 
b : ب z :  ز f : ف 
t : ت  s : س q : ق 
ts : ث  sy : ش k : ك 
j : ج  sh : ص l : ل 
h : ح  dh : ض m : م 
kh : خ  th : ط n : ن 
d : د  zh : ظ  w : و 
dz : ذ  ' : ع  h : ه 
r : ر  gh : غ  y : ي 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').  
2. Vokal dan Diftong 
a. Vokal atau bunyi (a),  (i) dan  (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: 
Vokal  Pendek  Panjang 
 Fathah   a â 
 Kasrah  i î 
 Dammah  u û 
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b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya: 
bayn  dan qawl. 
1) Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda. 
2) Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali bila 
terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar 
(Al-) Contohnya: Al-qur’an. 
3) Ta’ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir 
huruf h.Contohnya: Fatimah 
4) Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat yang 
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang 
sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak 
ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur’an, 
sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks 
Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, misalnya:  
تيبل ا له ا (Ahl Al-Bayt). 
B. Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
1. BPK = Badan Pemeriksa Keuangan 
2. H. = Hijriah  
3. HIR = Het Hezelane Inland Reglement 
4. KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
5. KUHAP =  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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6. M. = Masehi 
7. PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa 
8. PPATK =  Pusat Pelaporan dan Anaisis Transaksi Keuangan 
9. Q.S...(...).... = Quran, Surah....., ayat..... 
10. ra. = Radiyalllahu ‘Anhu  
11. saw. = Salla Allâhu 'Alayhi wa Sallam 
12. swt. = Subhanahû wata'alâ 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam 
aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di 
Indonesia yakni agama samawi dan agama non samawi misalnya, agama Islam, 
Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki 
tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertical maupun horizontal, termasuk di 
dalamnya tata cara perkawinan. 
Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama 
lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah 
ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 
Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas Undang-
undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah 
mendasar.
1
 
Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan. 
Dikeluarkannya Adam dan Hawa dari Surga untuk kemudian ditempatkan di bumi 
dapat dikatakan sebagai  cikal bakal penciptaan manusia oleh Allah swt. Manusia 
menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka 
bumi. Dalam istilah agama fungsi manusia yang demikian disebut “Khalifah”. Misi 
                                                             
1 Sudarsono,  Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2005), h. 6. 
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manusia sebagai khalifah pada pokoknya adalah memelihara dan menciptakan 
kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta. Manusia adalah 
makhluk yang dimuliakan Allah, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam surat Al-
Isra/17 : 70 
                                
            
Terjemahannya: 
 “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan”.2   
 
Secara eksplisit dapat dipahami kandungan ayat ini bahwa Allah 
memudahkan bagi anak adam (manusia secara umum) pengangkutan-pengangkutan 
di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan, agar manusia bisa hidup 
tenang dan dapat melaksanakan fungsinya membangun dunia dalam pengabdian 
terhadap Allah swt. Karena itu, kehadirannya di pentas dunia ini harus pula melalui 
cara-cara terhormat. Dari sini, Allah swt menetapkan perlunya perkawinan yang 
harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjamin kesucian dan kehormatan 
makhluk-Nya. Melalui ikatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang telah ditetapkan. Bahkan, Allah menganugerahi manusia naluri dan akal yang 
menjadikannya membenci perzinaan. Tidak satu manusia pun yang tidak membenci 
                                                             
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Proyek Pengadaan 
Kitab Suci Al-Qur‟an, 1982), h.435. 
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perzinaan kendati dia sendiri adalah pezina. Tidak seorangpun yang rela menerima 
anak kandungnya, saudara perempuannya, atau ibunya dibuahi oleh siapapun tanpa 
melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dari sini, peristiwa yang 
menjadikan seorang perempuan mengandung sebelum pernikahan dinamai 
“kecelakaan” untuk memperhalus kesan buruk dari peristiwa itu, guna menutupi aib 
kehamilan itu. Biasanya hanya satu dari dua cara yang ditempuh yakni melakukan 
aborsi atau mengawinkan perempuan yang hamil dengan yang menzinainya, atau ada 
orang lain yang menjadi tumbal penutup aib.
3
 
Perkawinan juga merupakan suatu pondasi awal untuk membentuk manusia 
yang berakhlak baik, karena dari perkawinanlah tercipta suatu keluarga yang dimana 
menentukan tiap-tiap anggota keluarganya memiliki kepribadian yang baik.  
Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang 
hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara 
anarkis. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah 
membuat hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan 
perempuan diatur secara terhormat adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri 
para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling 
terikat. 
Perkawinan menurut syari‟at Islam setidak-tidaknya akan :  
1. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling 
meridhai 
                                                             
3
 M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.125-126. 
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2. Memberikan jalan yang paling sentosa pada sex sebagai naluri manusia, 
memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dari 
penindasan kaum laki-laki 
3. Membuat pergaulan suami-isteri berada dalam naungan naluri keibuan dan 
kebapakan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi 
penerus misi kekhalifahan 
4. Menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.4 
Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat 
penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah 
Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk  mengasuh, mendidik 
dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari 
perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari 
perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan 
sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, kedudukan 
hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat 
tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan 
dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak luar nikah, baik yang 
lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan 
relatif banyak terdapat di Indonesiadan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari 
orang-orang yang beragama Islam. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 
42 menjelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 
perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil 
yang usia kandungannya  kurang  dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.  
Menurut hukum Islam anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan 
nasab dengan bapaknya apabila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya 
minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu adalah anak 
dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina. 
Islam menghendaki terpeliharanya katurunan dengan baik dan terang 
diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin 
gelap) dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya.
5
  
Menurut kodratnya, penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan 
juga nafsu birahi. Nafsu birahi diantaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, 
yang penyalurannya tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan. Untuk itu 
agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan 
untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhai-Nya, yaitu melalui 
perkawinan yang sah.
6
 
Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan 
hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis 
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yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga 
kehormatan dan juga tujuan ibadah.
7
 Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk 
mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang 
bersangkutan, keluarga dan masyarakat.
8
 Tujuan yang lebih utama adalah menjaga 
ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas 
nasabnya. 
Perkembangan zaman yang semakin canggih, mendukung untuk terjadinya 
pergaulan bebas semakin terbuka, sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah bukan 
lagi hal aneh untuk di dengar. Pergaulan bebas tersebut sebagai pengaruh dari 
perkembangan zaman dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk 
berduaan, gandengan tangan dan sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung 
pada persetubuhan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan 
di luar nikah adalah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu 
caranya adalah dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut. Oleh karena itu 
dalam agama Islam sangat dianjurkan mencari Mashalah Mursalah yakni 
kemaslahatan yang di mana Syar‟i tidak mensyari‟atkan suatu hukum untuk 
merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas 
pengakuannya atau pembatalannya. 
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Berdasarkan Latar belakang tersebut, maka menarik minat penulis untuk 
mengetahui bagaimana status hukum tentang perkawinan wanita hamil dan status 
anak yang dilahirkan ditinjau dari hukum islam dan UU No.1 tahun 1978. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis 
merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana status hukum perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam? 
2. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil ditinjau 
dari Hukum Islam dan  UU No.1 tahun 1974? 
 
C. Pengertian Judul 
1. Perkawinan 
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut 
dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam 
kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadis 
Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dengan arti kawin, seperti 
dalam al-Nisa‟/4:3 
                           
                             
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Terjemahannya 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya”.9 
Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. 
Menurut istilah syara‟ pula ialah ijab dan qabul („aqad) yang menghalalkan 
persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang 
menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj 
digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan 
ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, 
menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina.
10
 
2. Wanita 
Wanita adalah singkatan dari bahasa jawa wani ditoto sebutan yang digunakan 
untuk homo sapiens berjenis kelamin dan mempunyai alat repproduksi. Lawan jenis 
dari wanita adalah pria atau laki-laki . Wanita adalah kata yang umum digunakan 
untuk menggambarkan perempuan dewasa.Perempuan yang sudah menikah juga 
biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau 
berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan 
yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan 
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untuk mengandung,melahirkan dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh pria ini 
yang disebut dengan tugas perempuan/wanita/ibu. 
D. Kajian Pustaka 
Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa 
sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya: 
Prof. DR. Amir Syarifuddin, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di 
Indonesia yang memaparkan dengan rinci berbagai muatan hukum dalam sebuah 
ikatan perkawinan. Disusun dengan pendekatan lintas mazhab fiqh: Syafi‟I, Maliki, 
Hambali, Hanafi, Imamiyah, dan Dzahiri, signifikansi akar perbedaan antarmazhab, 
etimologi dan terminologi materi hukum, hukum dan dasar hukum, tujuan hukum dan 
hikmahnya, rukun dan syaratnya, yang dipaparkan mengajak kita melakukan telaah 
kritis terhadap hukum perkawinan yang ada pada saat ini untuk kemudian memilih 
dan memilah pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan. Dengan komparasi 
terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku ini menawarkan keluasan wawasan 
serta kedalaman pembahasan bernilai tinggi bagi mereka yang tengah mempelajari 
Hukum Perkawinan Islam serta penerapannya secara positif dalam konteks ke 
Indonesiaan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
 H. Hilman Hadikusuma, dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia 
menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Buku ini membahas sejauh 
mana hukum perkawinan nasional yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 itu telah 
mengatur perkawinan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan kebhinekaan 
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masyarakat dan kebhinekaan hukum agama, pada umumnya sebagian besar 
masyarakat bangsa Indonesia secara berangsur-angsur telah dapat mentaati dan 
menyesuaikan dirinya dengan hukum perkawinan nasional tersebut. 
Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fikih Sunnah. Di dalam buku ini membahas 
fiqh yang berlandaskan Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ijma ulama, dikupas dari berbagai 
perspektif dengan landasan yang detail. Lebih khususnya lagi di dalam buku ini 
membahas tentang perkawinan. 
M.Ali Hasan, dalam bukunya Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam. 
Di dalam buku ini membahas masalah-masalah kontemporer yang terjadi pada 
masyarakat saat ini. 
Menurut UU No.1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (Rumah Tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 
Esa.
11
 
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan atau 
pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati 
perintah Allah dan melaksanakanna merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan 
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmmah. 
E .Metodologi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
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Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang 
juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu 
dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian 
ini bersifat kualitatif. 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan 
sebagai berikut: 
a. Pendekatan Yuridis  
            Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan 
melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No.1 tahun 
1974 tentang Perkawinan. Dalam Metode ini  senantiasa berpedoman pada 
peraturan-peraturan yang masih berlaku. 
b. Pendekatan Sosiologis 
Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-
kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam Pendekatan metode ini yaitu 
melihat dari kejadian-kejadian yang muncul dalam masyarakat seperti 
pemberitaan-pemberitaan oleh media massa tentang hamil di luar nikah. 
3. Sumber Data 
Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari 
data-data primer dan sekunder. 
a) Data Primer : UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan UU 
No12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.  
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b) Data Sekunder : berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang 
diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang Hukum 
Perkawinan untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum 
yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting. 
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a) Tehnik Pengolahan Data 
1. Identifikasi Data yaitu dengan mengumpulkan beberapa 
literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang 
akan dibahas. 
2. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan 
data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban 
pokok permasalahan. 
b) Analisis Data 
 Adapun untuk mengnalisis data, penulis menggunakan deskriptif 
analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan 
berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik 
analisis dokumen yang sering disebut content analisys. Disamping itu data 
yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang 
menjadi objek penelitian dan analisis data yang dipergunakan dengan 
pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah : 
a) Untuk mengetahui status hukum perkawinan wanita hamil ditinjau dari 
hukum Islam. 
b) Untuk mengetahui status anak yang dilahirkan oleh perkawinan wanita 
hamil ditinjau dari hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974. 
 
2. Manfaat 
Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan 
memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut : 
a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan ilmu 
pengetahuan baru mengenai status perkawinan wanita hamil dan status 
anak yang dikandungnya. 
b) Menjadikan sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah 
mengenai masalah perkawinan wanita hamil dan status anak yang 
dilahirkan, sejalan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dan 
memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah hukum 
perkawinan bagi masyarakat awam umumnya yang kurang begitu jelas 
tentang hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang 
dilahirkannya. 
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BAB II 
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERKAWINAN MENURUT HUKUM 
ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974 
 
A. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: melakukan 
suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita 
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar 
sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan 
hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih saying dan ketentraman dengan cara-cara 
yang diridhoi oleh Allah. 
12
 
Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu 
dan yang lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk 
memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu 
dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk 
memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian 
perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsure yang masuk 
dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur-unsur yang lain 
dalam tujuan perkawinan. 
Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian 
perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang 
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merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu 
perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini 
bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi 
perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga 
antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi 
keagamaannya dari suatu perkawinan. 
Undang-undang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian 
perkawinan sebagai berikut: 
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  
Pengertian perkawinan secara umum menurut pandangan ulama dan pakar 
hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nikah (kawin) 
menurut arti asli ialah hubungan seksual, menurut arti majazi (mathaponic) atau arti 
hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai 
suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.
13
 
Nikah artinya perkawinan sedangkan akad  artinya perjanjian, jadi akad 
nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang 
wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Dalam 
hal ini menurut Sayuti Thalib, pengertian perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci 
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dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, 
tentram dan bahagia.
14
 
Menurut Imam Syafi‟i pengertian perkawinan (nikah) ialah suatu akad yang 
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
15
 
Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya hukum perkawinan dalam 
Islam nikah ialah hubungan seksual (setubuh). Beliau mendasarkan pada hadits 
Rasulullah yang berbunyi: dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya 
(onani). (Rawahul Abu Daud).
16
  
Prof. Dr. Hazairin, SH., dalam bukunya hukum kekeluargaan nasional 
mengatakan bahwa inti dari perkawinan adalah hubungan seksual. Menurut beliau 
tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau 
mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami dan istri, maka tidak 
dengan laki-laki lain.
17
 
Menurut Dr. Ir. Moh. Shahrur dalam bukunya metodologi fikih Islam 
kontemporer, perkawinan adalah suatu hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan yang tujuannya adalah hubungan seksual, Musyaharah 
(menjalin hubungan kekeluargaan dalam perkawinan), meneruskan keturunan, 
menyayangi anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama sehingga 
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keadaan demikian dinamakan kehidupan suami istri yang menyebabkan seorang 
perempuan menerima hukum-hukum mas kawin, perceraian, iddah, dan waris.
18
 
Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (Rumah Tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan yang maha Esa.
19
 
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan atau pernikahan adalah 
akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.
20
 
Menurut Agama Islam, perkawinan pada umumnya adalah perbuatan yang 
suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi 
perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan keluarga dan dalam 
berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran 
agama masing-masing. 
B. Dasar Hukum Perkawinan  
Dasar hukum perkawinan menurut hukum agama adalah perkawinan 
merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan 
oleh nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur‟an untuk melaksanakan 
perkawinan. Diantaranya firmanNya dalam surat al-Nur 24:32 
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 Moh. Shahrur, Metodologi Islam Kontemporer (Cet. I; Jogya: Elsaq Press, 2004), h. 436. 
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 Soemiati, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 138 
20
 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 187. 
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Dasar hukum pernikahan sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Rum/ 
30:21 sebagai berikut: 
                            
                  
Terjemahnya: 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu      
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir”.21 
 Selanjutnya dasar hukum perkawinan diatur pula dalam aturan perundang-
undangan. Yang dimaksud dengan undang-undang perkawinan adalah segala sesuatu 
yang berbentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal 
perkawinan dan dijadikan pedoman hakim dilembaga Peradilan Agama dalam 
memeriksa dan memutus perkara perkawinan baik secara resmi dinyatakan sebagai 
peraturan perundang-undangan Negara atau tidak. 
 Adapun pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan:  
“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat 
kuat atau mitsaqan ghalidza untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah.
22
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 
Suci Al-Qur‟an, 1982), h. 407. 
22 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. 
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 Adapun dasar hukum nikah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-
Nisa/4:3 sebagai berikut: 
                           
                             
 
Terjemahnya: 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya”. 
 
 
Adapun yang menjadi landasan atau perundang-undangan yang mengatur 
perkawinan adalah: 
1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang yang merupakan hukum materil 
dari perkawinan dengan sedikit menyinggung acaranya. 
2. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanakan Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan pemerintah ini 
hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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Di Indonesia pada umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal 
melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini deisebabkan pengaruh pendapat ulama 
syafi‟iyah yang berkembang pesat di Indonesia. Ulama syafi‟iyah mengatakan bahwa 
hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada sunnat, wajib, haram, dan makruh. 
Terlepas dari pendapat imam-imam mudzab, berdasarkan nash-nash, baik al-
qur‟an maupun as-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu 
untuk melangsungkan perkawinan, namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi 
orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan 
perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun 
mubah.
23
 
1. Hukum nikah wajib bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan 
kemauan dan nafsunya sudah mendesak yang dengan tanpa adanya nikah 
orang tersebut dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. 
2. Hukum nikah sunnat bagi orang yang telah memiliki kemampuan dan 
kemauan tapi tidak menikahi dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan 
zina. 
3. Hukum nikah haram, yakni orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak 
mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan 
kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila pernikahan tetap 
dilangsungkan akan menyebabkan terlantarnya kewajiban atau hak atas 
dirinya maupun istrinya. 
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 Abdu Rahman Gazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), h. 16. 
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4. Hukum nikah makruh, bagi orang yang lemah syahwatnya. 
5. Hukum nikah mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh sesuatu yang 
mengharamkan dan mewajibkan dirinya untuk melangsungkan pernikahan. 
Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon 
mempelai secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain, hal ini demi 
kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut, segala sesuatu yang 
akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, 
demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). 
C. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam 
pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari 
perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin 
dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada 
dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Kalau 
salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak 
sah. Misalnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun 
perkawinan itu.
24
 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 
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 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan(Yogyakarta: 
Liberty, 2007), h. 30.  
22 
 
 
 
sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan 
syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak 
ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa 
rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau 
unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya 
dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti 
syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri 
sendiri dalam arti tidak merupakan kreteria dari unsur-unsur rukun. 
1. Rukun Nikah 
Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan 
melangsungkan perkawinan akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan 
akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya 
akad nikah tersebut. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap 
adalah sebagai berikut: 
 
a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menikah 
Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak 
boleh laindari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. 
Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu mempelai pria dan 
wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang 
dilaksanakan menjadi sah hukumnya. 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah: 
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 Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan di 
sini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan 
jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari 
tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan 
maka kedua belah pihak yaitu suami-isteri harus sudah matang jiwa dan 
raganya. 
 Berakal sehat. 
 Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah 
pihak. 
 Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu 
macam wanita yang haram untuk dikawini. 
b. Wali dalam perkawinan 
 Pengertian Wali 
Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama 
mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua 
pihak, yaitu pihak laki-laki yang akan dilakukan oleh pihak laki-laki itu 
sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 
 Kedudukan wali dalam perkawinan 
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak 
sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan 
sebagai rukun dalam perkawinan. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali 
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dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai 
perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk 
kelangsungan perkawinan tersebut. 
 Orang-orang yang berhak menjadi wali 
Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: 
1) Wali nasabah, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan 
perempuan yang akan kawin. 
2) Wali mu‟thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas 
hamba sahaya yang dimerdekakannya. 
3) Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai 
hakim atau penguasa. 
 Syarat-syarat Wali 
Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak 
berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang 
melakukan akad. 
2) Orang merdeka. 
3) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah 
bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat 
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hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu 
tindakan hukum. 
4) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya 
tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan 
maslahat dalam perkawinan tersebut. 
5) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering 
terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan 
santun.  
6) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. 
c. Akad Nikah 
Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang 
melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan 
dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari 
pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang 
bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur‟an”. Qabul adalah 
penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima mengawini anak bapak 
yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur‟an”. 
d. Saksi  
 Keberadaan saksi 
Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian 
hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang 
berakad di belakang hari.  
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 Syarat-syarat saksi 
Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. 
2) Kedua saksi itu adalah beragama Islam. 
3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka. 
4) Kedua saksi itu adalah laki-laki. 
5) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar 
dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. 
6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat. 
2. Syarat-syarat perkawinan 
Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 meliputi: 
a. Syarat-syarat materiil 
Syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut: 
 Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti 
persetujuan yaitu tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai 
perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang 
bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah 
syarat yang relevan untuk membina keluarga. 
 Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun 
dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun. 
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 Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain. 
b. Syarat materiil secara khusus 
Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang 
yaitu: 
 Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 
 Hubungan darah garis keturunan ke samping. 
 Hubungan semenda. 
 Hubungan susuan. 
 Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi. 
 Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang 
kawin. 
 Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama 
dan kepercayaan tidak menentukan lain. 
c. Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. 
Yang berhak member izin kawin yaitu: 
 Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. 
Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang 
tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian 
izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai 
wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan 
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dengan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam karena menurut hukum 
Islam tidak membolehkan orang tua perempuan bertindak sebagai wali. 
 Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan: 
1) Oleh karena misalnya berada di bawah kuratele. 
2) Berada dalam keadaan tidak waras. 
3) Tempat tinggalnya tidak diketahui. Maka izin cukup diberikan oleh orang 
tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. 
 Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari: 
1) Wali yang memelihara calon mempelai. 
2) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas 
selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
 Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau 
lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, pengadilan 
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan 
perkawinan bertindak member izin perkawinan. Pemberian izin dari 
pengadilan diberikan: 
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1) Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan. 
2) Setelah lebih dulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4). 
d. Syarat-syarat formil 
 Pemberian kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai 
pencatat perkawinan. 
 Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. 
 Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-
masing. 
 Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. 
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
1. Tujuan Perkawinan  
Tujuan perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perbuatan. 
Dengan ditetapkannya tujuan yang jelas, niscaya sebuah perbuatan akan kebih 
terarah. Sebaliknya tanpa ditetapkannya suatu tujuan, niscaya perbuatan itu akan 
mengambang dan akan terasa hambar. 
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat 
tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk 
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memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang telah diatur oleh Syari‟ah.25 
Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut: 
1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan. 
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 
3. Memperoleh keturunan yang sah. 
Dari rumusan tersebut, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah 
perkawinan kepada lima hal, seperti berikut: 
1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 
memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. 
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, 
dan memperbesar rasa tanggung jawab. (Nadimah-Tanjung, h. 30-31). 
Adapun tujuan dan faedah perkawinan yaitu: 
1. Untuk memperoleh keturunan yang sah 
Tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri, memperoleh anak dalam 
perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu 
                                                             
25 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 12. 
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kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). 
Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk 
memperoleh keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami-isteri yang 
hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi 
dan hampa. Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, 
kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, 
kebahagiaan rumahtangga belum sempurna. Biasanya suami-isteri yang demikian itu 
akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada 
dokter-dokter dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk 
menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan. 
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat 
Salah satu tujuan yang harus dirumuskan oleh suatu pasangan suami istri 
adalah menghindarkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mengingat banyaknya 
godaan-godaan hawa nafsu yang ditimbulkan akibat membujang itu terlalu lama, atau 
karena nafsu sahwat yang telah menguasai dirinya, maka menjadi suatu hal yang 
wajib bagi seorang muslim untuk melangsungkan perkawinan. 
Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus dalam 
kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak 
adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia 
baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. 
Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya, sehingga kadang-
kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. 
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3. Mewujudkan keluarga sakinah 
Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, atau keluarga yang tentram, 
penuh cinta kasih, atau mendapatkan rahmat Allah adalah keluarga yang memang 
diamanatkan oleh Allah dan tentunya menjadi dambaan bagi setiap muslim.  
4. Unsur mengamalkan dan menegakkan syari‟at Islam 
Islam melarang umatnya membujang terus-menerus, tetapi Allah 
memerintahkan umatnya agar melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, 
tanpa paksaan, agar dapat mengatur hidup antara laki-laki dan perempuan sesuai 
dengan fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Nisa‟/ 4:3 yang berbunyi: 
                           
                             
 
Terjemahnya: 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya.
26
 
 
 Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa melaksanakan perkawinan 
itu berarti mengamalkan dan menegakkan ajaran Islam. Inilah tujuan utama yang 
seharusnya mendapat perhatian khusunya dari setiap calon suami istri. Hidup 
                                                             
26 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 78. 
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berkeluarga adalah ajarang yang diserukan oleh Islam, maka tujuan berumah 
tangga adalah untuk melaksanakan seruan Islam itu sendiri, sehingga pernikahan 
yang dilakukan akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah swt. 
2. Hikmah perkawinan 
Islam menganjurkan dan mengembirakan perkawinan karena ia mempunyai 
pengaruh, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi seluruh umat 
manusia. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam suatu ikatan perkawinan, 
karena sebagian dapat diketahui oleh manusia dan sebagian lagi menjadi rahasia 
kekuasaan Allah. Diantara hikmah perkawinan adalah sebagai berikut: 
a. Menghalalkan hubungan badan (Jimak) untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan. 
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 
c. Memperoleh keturunan yang sah. 
Diantara hikmah perkawinan, yaitu menentramkan jiwa, menahan emosi, 
menukar pandangan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah swt dan untuk 
mendapatkan kasih saying suami istri. Ketentraman yang dimaksud disini adalah 
bukan ketentraman yang didorong oleh hawa nafsu belaka, akan tetapi ketentraman 
dan ketenangan gejolak batin dalam wujud manusia itu, yang dengannya merasakan 
kebahagiaan yang wajib disyukuri. 
Perkawinan adapula yang terbaik untuk mendapatkan keturunan kembai 
mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara 
keturunannya. Orang yang telah memanfaatkan keturunan, berarti ia telah 
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mendapatkan buah hati yang sepiring tulang bagi orang tuanya. Anak-naka inilah 
yang menyenangkan hati orang tua dan menambah semarak kebahagiaan dalam 
rumah tangga. 
Adapun hikmah lainnya, yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan. Melalui 
perkawinan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan, keluarga suami dan 
keluarga istrinya, serta memperteguh rasa saling cinta mencintai dan memperkuat 
ikatan kasih saying sesame mereka, karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta 
kasih adalah keluarga yang kokoh dan bahagia. 
Dengan memperhatikan uraian tersebut, maka dapat diketahui, bahwa di 
dalam perkawinan mengandung beberapa manfaat yang sangat tinggi dan mulia 
nilainya bagi kehidupan manusia dalam masyarakat. 
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BAB III 
PERKAWINAN WANITA HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM 
A. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil 
Perkawinan merupakan aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak 
dan kewajiban sertga betolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 
yang antara keduanya bukan muhrim.
27
 
Selain itu, perkawinan juga untuk mendirikan suatu keluarga yang sakinah, 
mawaddah, dan warahmah. Di dalam perkawinan, adanya saling memelihara dan 
menjaga satu sama lain untuk terjaganya keutuhan keluarga dari hal-hal yang 
membawa kemudharatan dan menghindarkan dari api neraka. 
Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dua makna, pertama: wanita 
hamil dengan akibat oleh suami yang sah, kedua: wanita hamil dengan akibat zina. 
Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang 
sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa 
iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan 
kehamilannya.
28
 
Perkawin merupakan salah satu sunnahtullah yang umum berlaku pada 
makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupu tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adaalah 
suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beramal, berkembang 
                                                             
27
 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Jakarta: At Thariyah, 1976), h. 355. 
28 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, h. 356. 
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biak dan pelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan 
peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. 
Menurut Dr. Zainuddin Ali, SH. Dalam bukunya Hukum Perdata Islam di 
Indonesia mengatakan bahwa perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang 
hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang 
menghamilinya.
29
 
Menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA dalam bukunya Fiqih Munakahat 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “kawin hamil” ialah kawin dengan 
seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang 
menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya.
30
 Dari segi 
hukum, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Mengatur Perkawinan di masud 
sebagaimana diungkapkan bahwa:  
1. Seseorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
sebutmenghamilinya. 
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat 1 dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. 
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. 
                                                             
29
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia 
Baru, 2002), h. 63. 
30
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2003), h. 
184. 
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Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita 
hamil adalah surah An Nur/24:2.3 sebagai berikut: 
                               
                              
Terjemahnya: 
”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. 
 
 Ayat Al-Qur‟an tersebut, menunjukkan bahwa kebolehan kawin dengan 
perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. 
Karena itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya. Selain itu, 
pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang 
hamil dimaksud yang menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk 
mengawini mereka. Persyaratan dimaksud, dilakukan lagi dengan kalimat penutup 
pada ayat Al-Qur‟an dalam surah Al-Baqarah/2:221 (waharrima dzalika „ala al-
mu‟minin) bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil 
diharamkan oleh Allah untuk menikahinya. 
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B. Dasar Hukum Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan 
dalam Hukum Islam 
1. Dasar hukum perkawinan wanita hamil dalam hukum Islam 
 Allah swt telah menetapkan perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini 
seorang laki-laki baik karena hubungan nasab, hubungan musahaharah maupun 
hubungan persusuan. Larangan tersebut diperluas oleh Nabi dengan sunnahnya yaitu 
dalam hal haramnya sesusuan dan memadu dua orang yang bersaudara. Diujung ayat-
ayat yang melarang tersebut dijelaskan oleh Allah dengan ucapan: “dan dihalalkan 
bagi kamu selain yang demikian” hal ini berarti apa-apa yang tidak disebutkan dalam 
larangan ini berarti boleh untuk dikawini. 
 Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, yaitu 
seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa 
menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan 
pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang 
dikandung lahir. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya 
sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah: 
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri 
tersebut. 
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2. Status Anak yang dilahirkan dalam Hukum Islam 
Sebelum menjawab persoalan bagaimana status nasab dari anak yang 
dilahirkan akibat hamil di luar nikah (kecelakaan) itu, kiranya perlu dipahami terlebih 
dahulu apa yang dimaksud dengan nasab. Secara darah atau pertimbangan bahwa 
yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari 
ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya dengan demikian orang yang 
senasab adalah orang yang mempunyai pertalian darah. 
Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari rahim seorang perempuan, 
mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan 
melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana perempuan itu hamil baik 
dalam perkawinan atau dalam perzinaan. Sementara kalau menggunakan kata “anak 
sah” sebagai ganti “nasab” maka bagi seorang ibu setiap anak yang dilahirkannya 
adalah anak sah karena hubungan nasab antara ibu dan anak berlaku secara alamiah, 
sementara kalau digunakan kata “anak sah” akan dikatakan “apakah ia anak sah” dari 
seorang laki-laki yang menghamili ibunya dan apakah ia mempunyai hubungan nasab 
dengannya. 
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah Rasulullah saw 
bersabda, “ Al-waladu li al-firaasyi, walil`aahiri alhajaru” artinya “ Status 
(kewalian) anak adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan. 
Dan bagi pelaku zina (dihukum) batu.”  Status kewalian dalam hadis tersebut adalah 
dalam konteks hubungan pernikahan agar anak yang dilahirkan kelak memiliki 
identitas yang jelas siapa ayah nasabnya.  
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Menurut Abu Hanifah, anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki 
yang tidur seranjang dengan ibu anak. Bila dilahirkan di luar perkawinan maka 
menurut Abu hanifah anak tersebut meski tidak memiliki hubungan nasab dengan 
ayah biologisnya ia tetap menjadi mahram (haram dinikahi) oleh ayah biologisnya 
sama dengan mahram melalui pernikahan.
31
 
Dari kitab referensi yang sama,  pendapat ini disanggah oleh Syafi`i dan 
Malik  yang didukung jumhur ulama, menurut mereka jika anak dilahirkan kurang 
dari enam bulan setelah akad nikah maka tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang 
menikahi ibunya, juga tidak menjadi mahram dan dengan demikian  dia bisa dinikahi 
ayah tersebut. Dan  anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan 
bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum 
enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.Mereka berpedoman pada 
pendapat Ali bin Abi Thalib ketika menghentikan rencana khalifah Usman bin Affan 
menghukum rajam terhadap seorang perempuan atas tuduhan zina yang diadukan 
suaminya karena sang isteri melahirkan bayi pada 6 bulan (kurang 9 bulan) dari 
waktu akad nikah. Maka Ali menjelaskan kepada Usman bahwa al-Qur`an 
menyebutkan masa mengandung dan menyusui bayi adalah 30 bulan seperti yang 
tertera di dalam surat Al- Ahqaaf/46: 15 
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 Al-Qurthubi, Bidayah al--Mujtahid, juz 2 hal. 34 
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                                 
                            
                                 
            
Terjemahnya: 
“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu 
bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 
dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga 
puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh 
tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau 
yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku 
dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku 
dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat 
kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah 
diri”.32 
 
Lalu dikaitkan dengan Surah al-Baqarah/1:233: 
                                
                                
                              
                                                             
32 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 505. 
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                              
                          
Terjemahnya: 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 
Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada 
dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan”.33 
 
bahwa masa menyusui adalah 2 tahun,  ini artinya masa mengandung paling pendek 6 
bulan dan masa menyusui paling panjang 2 tahun.
34
 
 Tegasnya, meskipun si ibu melangsungkan akad  nikah, bila kurang dari 6 
bulan sejak pernikahannya itu lalu ia melahirkan anak, maka sang anak tersebut tidak 
boleh dinasabkan kepada ayah yang menikahi ibunya. 
Perbedaan pendapat  ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam 
mengartikan lafaz firasy, dalam hadist nabi Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 
Muslim dari Aisyah Rasulullah saw bersabda: 
 “ Al-waladu li al-firaasyi, walil`aahiri alhajaru” 
                                                             
33
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 38.  
34
 ( Tafsir Al-Alusi, Surat al Ahqaaf ayat 15) 
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Artinya:  
“anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam”.  
Mayoritas ulama mengartikan lafadz firasy menunjukkan kepada perempuan, yang 
diambilkan ibarat dari tingkah iftirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang 
mengartikan kepada laki-laki (bapak).  
C. Fatwa Ulama Terhadap Perkawinan Wanita Hamil 
ISLAM sangat menjunjung tinggi kesucian. Suci atau bersih yang biasa kita 
sebut selalu kepada hal-hal yang baik. Kita mengenal ada istilah kesucian batin, 
kesucian zhahir yang meliputi pakaian dan seluruh anggota tubuh manusia ataupun 
seluruh benda dan makanan yang hendak kita konsumsi dan gunakan. Kebalikan dari 
kesucian itu adalah kotor atau bernoda. 
Kesucian yang kita angkat adalah kesucian zahir dan bathin dari perbuatan 
maksiat dan perzinahan. Pernikahan didalam Islam salah satu tujuannya adalah untuk 
memelihara kesucian yaitu kesucian dari maksiat, fitnah atau perzinahan. 
Pernikahan dianggap sakral karena seseorang tersebut sudah berusaha dan 
mampu menahan dengan sekuat mungkin untuk menjaga dirinya dari segala 
perbuatan tercela seperti maksiat dan perzinahan dari usianya sejak akhil balikh (to 
attain puberty, be sexually mature) sampai masa pernikahan. Jika seseorang yang 
tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat atau perzinahan maka masa 
pernikahannya tidak dapat dikatakan sakral lagi atau pernikahan yang membawa 
berkah. Pernikahan tersebut hanya sebagai pertobatan menuju kesucian untuk 
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menyambung kehidupan dalam mahligai rumah tangga. Namun apabila pernikahan 
itu tidak membawa seseorang menjadi tobat atau menjaga kesuciannya maka orang 
ini disebut durjana yang dosanya lebih besar dari orang yang belum menikah.  
Golongan seperti ini disebut dengan “Zina Muhshan” artinya orang yang telah 
menikah berbuat zina. Sanksi bagi “Zina Muhshan” dua kali lipat dari orang yang 
berzina tetapi belum menikah (dalam Islam sangsi “Zina Muhshan” razam sampai 
mati). Disinilah Agama Islam sangat menjunjung tinggi hakikat dari pernikahan 
untuk memelihara nasab dan keturunan. Secara fitrah perzinahan itu memiliki 
dampak goncangan sosial yang amat besar dan berkepanjangan. Dari perzinahan akan 
muncul tindakan kriminal, pembunuhan, retaknya tatanan sosial dan hilangnya harga 
diri sebagai umat manusia. Hancurnya umat Yahudi, Nashrani dan kaum Jahiliyah 
terdahulu diantaranya karena perbuatan zina dan tidak adanya aturan yang jelas dan 
tegas terhadap hubungan antara laki-laki dan wanita.  
Wanita yang pernah melakukan zina, baik dalam keadaan hamil dari zina 
maupun tidak, boleh dan sah dinikah oleh pria yang menzinahinya. Hal ini telah 
disepakati oleh Jumhur (mayoritas) ulama, baik dari kalangan sahabat seperti Ali ibn 
Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar danJabir; dari kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn 
Musayyab, 'Urwah dan Zuhri; maupun dari kalangan ulama generasi sesudahnya 
seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Rab'iah, Abi Tsaur dan lain-lain. (Nailul Authar 
Juz VI halaman 282). Pendapat ini didasarkan pada dalil¬-dalil sebagai berikut: 
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a. Firman Allah dalam surah al-Nur/24:3 
Adapun dalam surah al-Nur/24:3 
                             
         
Terjemahnya: 
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, 
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian 
itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.35 
 
b. Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat Abu 
Hurairah, sebagai berikut: 
                                                                                                      (ه    
        ) 
Artinya: 
"Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Seorang lak-laki 
pelaku zina yang dihukum jilid tidak akan menikah kecuali dengan yang 
serupa(wanita pelaku zina). 
                                                             
35 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 351. 
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c. Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat 
Abdullah ibn Umar RA.: 
                                                                                 (ه         ج  ) 
Artinya: 
"Perbuatan yang haram (zina) itu tidak menyebabkan haramnya perbuatan yang 
halal (menikah). 
Firman Allah SWT dalarn surat al-Nisa/4: 24 
                              
                               
                           
             
 
Terjemahnya: 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-
budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-
Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari 
isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-
isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada 
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah 
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, 
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sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana”.36 
Para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya perkawinan wanita 
yang sedang hamil dari zina dengan pria lain yang tidak menzinahinya. Secara garis 
besar, perbedaan pendapat para ulama tersebut terbagi menjadi sebagai berikut: 
1. Abu Hanifah dan muridnya Muhammad berpendapat bahwa mengawini 
perempuan hamil karena zina hukumannya adalah boleh, namun si suami tidak 
boleh menggauli istrinya itu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. 
Dasar kebolehannya adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan haram, 
sedangkan dasar tidak bolehnya menggauli perempuan waktu hamil adalah 
supaya tidak menumpah air (sperma) ditanam (rahim) orang lain yang dilarang. 
 Dari penjelasan serta hadits tersebut ditujukan kepada seorang laki-laki yang 
bukan menghamilinya tetapi dia menikahinya. 
 Abu Yusuf dari muridnya dan pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak 
boleh menikahi perempuan hamil karena zina dan perkawinan yang dilangsungkan 
adalah fasid. Hal ini juga sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Imam 
Malik, dia mengemukakan bahwa siapa yang berzina dengan seseorang kemudian 
dia menikahinya, pernikahan tersebut tidaklah sah dan demikian hubungan 
sekskeduanya adalah haram, sepanjang janin masih dikandung oleh perempuan yang 
dinikahinya itu. Dalam hal ini pernikahan baru sah bila akad nikah dilakukan setelah 
kelahiran anaknya.  
                                                             
36 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 83 
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 Pengarang Syarah Fath Al-Qadir, mengutip fatwa Thahiriyah mengatakan 
bahwa beda pendapat dikalangan sesame hanafiah bila yang mengawini perempuan 
hamil karena zina itu adalah orang lain dan bukan laki-laki yang bukan 
menghamilinya atau yang menyebabkan ia hamil, sedangkan bila yang mengawini 
perempuan itu adalah laki-laki yang menghamilinya, maka kelompok ulama ini 
sepakat menetapkan hukumnya boleh. 
2. Imam Malik sebagimana terdapat dalam kitab mazhab Al-Arbu‟ah tidak boleh 
mengawini perempuan hamil karena zina dan nikah seperti itu adalah batal. 
Alasannya adalah bahwa perempuan tersebut harus mengalami masa iddah, 
namun tidak dengan melahirkan tetapi dengan tiga kali suci sesudah melahirkan. 
3. Imam Syafi‟I seperti dalam kitab Mughni Al-muhtaj berpendapat bahwa menikahi 
perempuan hamil karena zina hukumnya boleh dan boleh pula menyetubuhinya 
pada masa hamil itu. Alasannya ialah bahwa perbuatan zina itu tidak 
menimbulkan hukum haram terhadap yang lain. Kehamilan yang tidak diketahui 
nasabnya itu digantungkan kepada perbuatan zina yang mendahuluinya oleh 
karena itu perempuan hamil karena zina boleh dikawini. 
4. Ahmad Ibnu Hambal sebagaimana terdapat dalam kitab Al-mughuni berpendapat 
bahwa perempuan hamil karena zina harus menjalani masa iddah yaitu 
melahirkan anak; oleh karena itu tidak boleh dinikahi sebelum anaknya lahir. 
Alasan yang dikemukakan oleh Ahmad dan pengikutnya adalah larangan Nabi 
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“menumpahkan air ditanaman orang lain” dan larangan menyetubuhi perempuan 
hamil sampai ia melahirkan anaknya.
37
 
Secara umum, kita dapat berkata bahwa pernikahan yang disebut di atas 
dinilai boleh dan sah oleh banyak ulama, meskipun ada ulama yang menyatakan 
bahwa pernikahan itu tidak boleh dan tidak sah. Sahabat Nabi saw, Ibnu Abbas r.a. 
berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak didahului oleh pernikahan 
yang sah, lalu dilaksanakan sesudahnya perkawinan yang sah menjadikan hubungan 
tersebut awalnya haram dan akhirnya halal. Dengan kata lain, pernikahan seorang 
yang telah berzinah dengan seorang perempuan, kemudian menikahinya dengan sah, 
dapat diserupakan atau dianalogikan dengan keadaan seorang yang mencuri buah dari 
kebun seseorang, kemudian dia membelinya dengan sah kebun tersebut bersama 
seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram, sedangkan 
yang dibelinya setelah pencurian itu halal. Dalam hal ini dinukilkan oleh Imam 
Syafi‟I dan Abu Hanifah. Sedangkan pengarang Syarah Fath Al-Qudir, mengutip 
fatwa Thahiriyah mengatakan bahwa, beda pendapat dikalangan sesame ulama bila 
yang mengawini perempuan hamil karena zina itu adalah orang lain dan bukan laki-
laki yang bukan menghamilinya atau yang menyebabkan ia hamil, sedangkan bila 
yang mengawini perempuan itu adalah laki-laki yang menghamilinya, maka 
kelompok ulama ini sepakat menetapkan hukumnya boleh. 
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Dari sekian pendapat ulama yang berkembang tersebut dalam hal status 
hukum mengawini wanita hamil pada dasarnya dibolehkan, namun yang menjadi 
perbedaan dikalangan ulama apakah dibolehkan menggauli seorang perempuan 
diwaktu hamil dan apakah peresetubuhan dalam bentuk zina itu menyebabkan adanya 
kewajiban iddah hamil terhadap perempuan yang berzina atau tidak. Dalam hal ini, 
penulis lebih berpendapat bahwa menggauli seorang perempuan diwaktu hamil 
adalah boleh, bilamana laki-laki itu adalah orang yang menzinainya atau yang 
menyebabkan ia hamil, sebaliknya, kalau laki-laki tersebut bukan yang menzinainya 
atau yang menyebabkan dia hamil tidak dibolehkan. Dalam hal ini, perempuan 
tersebut harus melalui masa iddah hamil sebagaimana hadist Rasulullah saw 
mengatakan bahwa “barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka janganlah 
menyiramkan airnya ketanaman orang lain”. 
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BAB IV 
PERKAWINAN WANITA HAMIL DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 
A. Status Perkawinan Wanita Hamil Dalam UU No.1 Tahun 1974 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang peria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Untuk suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencepai kesejahteraan spiritual dan 
material. 
Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat yang terdiri 
dari suami, isteri, dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat 
hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan 
dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.  
Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-
anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya 
sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan 
adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah 
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satupasangan dan tidak boleh diputuskan dan dibubarkan menurut kehendak pihak-
pihak.
38
 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa 
sebagai Negara yang berdasarkan pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhana 
Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama 
atau kepercayaan sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir atau 
jasmani tetapi unsure batin rohani yang mempunyai peranan yang penting. 
Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama 
halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu 
akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 
Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki 
oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 
mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian 
perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu 
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dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila 
dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
39
 
Pada dasarnya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, tiap-tiap perkawinan 
dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama 
Islam) (Pasal 2 UU Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pencatatan 
perkawinan ini wajib dilakukan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”). 
Atas pencatatan perkawinan ini, akan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan 
yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri (Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) 
UU Adminduk). Untuk yang beragama Islam, dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan 
Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, buku nikah adalah 
kutipan akta nikah. 
Jadi, perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan adalah yang dilakukan 
menurut hukum masing-masing agama, dan agar perkawinan tersebut diakui Negara, 
maka perkawinan tersebut harus dicatatkan. Dengan demikian, dalam kasus yang 
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Anda sampaikan, perkawinan yang sesuai peraturan perundang-udangan adalah 
perkawinan yang pertama.
40
 
B. Status Anak Yang Dilahirkan Menurut UU No.1 Tahun 1974 
Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminology anak zina sebagai anak 
yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah. 
Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah 
hubungan badan (senggama/wathi‟) antara dua orang yang tidak terikat tali 
pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan. 
Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut dapat terjadi atas 
dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang 
yang sudah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” 
merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun 
Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai 
istilah khusus didalamnya. 
Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak 
dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan 
menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak 
tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukan identitas islam tidak mengenal 
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adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian , Pasal 44 ayat 
(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya 
telah berzina dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut.
41
 
Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan  yang sah 
antara ayah dan ibunya.  Kepastian, seorang anak sungguh anak ayahnya tentunya 
sukar didapat. Sehubungan dengan itu, oleh undang-undang ditetapkan suatu 
tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan 
yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah 
perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah. Jikalau seorang 
anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, 
maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu,kecuali jika ia sudah mengetahui 
bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir 
pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani 
olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui 
anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak 
tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula 
tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, 
meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal 
sahnya. Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan 
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isterinya telah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan. 
Di sini si ayah itu harus membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki 
lain dalam waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itu. Tenggang 
waktu untuk penyangkalan, ialah satu bulan jika si ayah berada di tempat kelahiran 
anak, dua bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang bepergian waktu anak dilahirkan 
atau dua bulan setelahnya ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu 
disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si ayah itu tak dapat 
lagi mengajukan penyangkalan terhadap anaknya.Pembuktian keturunan harus 
dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika 
tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal 
saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak 
dengan orang tuanya. Oleh hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus 
ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang disangkal itu. Ibu si 
anak yang disangkal itu, yang tentunya paling banyak.
42
 
Mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu dan juga paling mempunyai 
kepentingan, haruslah dipanggil di muka hakim. Anak yang lahir di luar perkawinan, 
dinamakan "natuurlijk kind" la dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau 
ibunya.Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Pasal 250 disebutkan 
bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan adalah anak dari 
suami ibunya yang terikat dengan perkawinan.Menurut Undang-undang Perkawinan 
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dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita 
hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia  
menikah resmi. Masalah anak sah diatur di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974  
pada pasal 42, 43 dan 44. 
Di dalam UU No 1 th 1974 pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya. Kemudian UU ini dijudicial review oleh Macicha Mokhtar, 
sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Pebruari 2012 
menjadi : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan pedata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 
ayahnya.  Argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap anak 
adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam 
perkawinan yang sah atau di luar itu dan bahwasanya dia berhak memperoleh layanan 
dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan 
pengangkatan anak tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan UU N0 12 tahun 2006 
tentang    Kewargannegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM).
43
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanan dan Kompilasi 
Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau 
dalam perkawinan yang Hak anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil 
menurut hukum Islam apabila anak tersebut dilahirkan lebih dari enam bulan masa 
kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan, 
maka anak tersebut adalah anak sah sehingga memiliki hak terhadap kedua orang 
tuanya, yaitu hak radla‟, hak hadlanah, hak walayah (Perwalian), hak nasab, hak 
waris dan hak nafkah. Dan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan 
masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan 
badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak 
hanya berhak terhadap ibunya. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia bahwa 
anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang 
tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya 
yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 
dalam dan di luar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak 
kewarisan. 
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B. SARAN 
Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut, maka penyusun perlu 
memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah Perkawinan Wanita Hamil 
sebagai berikut: 
Siapa pun yang mengkaji ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadist-hadist Nabi, dan 
pendapat-pendapat para ulama, niscaya menemukan bahwa islam itdak pernah 
memberikan peluang sedikitpun kepada seseorang untuk menuduh orang lain berbuat 
zina. Cara pembuktian dan penetapan hukum atas zina, dibuat begitu rupa sulitnya 
oleh islam, dimana bila saksi pembunuhan cukup dua orang, maka untuk pembuktian 
zina harus tersedia empat orang saksi yang adil, yang betul-betul menyaksikan 
peristiwa itu secara detail. Sekedar tuduhan bahwa si fulan dengan si fulanah telah 
berzina, atau dia melihat mereka berdua berbaring berpelukan dalam keadaan 
telanjang di tempat tidur dan di bawah satu selimut, belumlah dipandang cukup. 
Sementara itu, bila tiga saksi melihat peristiwa tersebut secara detail tapi yang 
keempat tidak, maka semua mereka harus didera sebanyak delapan puluh kali. 
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Lampriran 
Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang 
Perkawinan 
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
   
Menimbang :  
bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum 
nasional,  
perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga 
negara.  
Mengingat:  
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  
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M E M U T U S K A N: 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. 
BAB I 
DASAR PERKAWINAN 
   
Pasal 1 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang  pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri  dengan tujuan membentuk  keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan  
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Pasal 2 
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 
dan kepercayaannya itu.  
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pasal 3 
1. Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita 
hanya boleh memiliki seorang suami.  
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2. Pengadilan, dapat  memberi izin kepada seorang  suami untuk  beristeri lebih  dari 
seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Pasal 4 
1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut 
dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan 
permohonan ke Pengadilandi daerah tempat tinggalnya.  
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal  ini hanya memberi izin kepada suami 
yangakan beristri lebih dari seorang apabila:  
a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;  
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.  
Pasal 5 
1. Untuk  dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana  dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:  
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;  
b. adanya kepastian  bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup 
isteriisteri dan anak-anak mereka.  
c. adanya jaminan  bahwa suami akan  berlaku adil terhadap isteri-isteri  dan 
anak-anak mereka.  
2. Persetujuan yang dimaksud  dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak  diperlukan 
bagi seorang  suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai  
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persetujuannya dan tidak  dapat menjadi pihak  dalam  perjanjian;atau apabila 
tidak  ada  kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau 
karena sebab-sebab  lainnya  yang  perlumendapat penilaian dari Hakim 
Pengadilan.  
BAB II 
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 
Pasal 6 
1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.  
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluhsatu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.  
3. Dalam hal seorang  dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka  izin yang dimaksud  ayat (2) pasal 
ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang 
mampu menyatakan kehendaknya. 
4. dalam hal kedua  orang tua telah meninggal dunia atau dalam  keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin  diperoleh dari wali  orang 
yang  memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan  darah dalam garis 
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan 
menyatakan kehendaknya.  
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) 
dan (4) pasal  ini, atau salah seorang atau  lebih diantara mereka tidak menyatakan 
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pendapatnya, maka Pengadilan  dalam daerah tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan atas  permintaan orang tersebut  dapat memberikan 
ijin  setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) 
dan (4) dalam pasal ini.  
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 
hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu  dari yang bersangkutan 
tidak menentukan lain.  
Pasal 7 
1. Perkawinan hanya  diizinkan bila piha  pria mencapai umur 19 (sembilan belas) 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.  
2. Dalam  hal penyimpangan  dalam ayat (1) pasal ini  dapat minta dispensasi 
kepada Pengadilan  atau  pejabat lain yang diminta  oleh kedua  orang tua pihak  
pria atau pihak wanita.  
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah  seorang atau kedua orang  tua  
tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal 
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang 
dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 
Pasal 8 
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:  
a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;  
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b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara,antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang 
dengan saudara neneknya;  
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;  
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;  
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, 
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;  
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku 
dilarang kawin.  
Pasal 9 
Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak  dapat kawin lagi, 
kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-
undang ini.  
Pasal 10 
Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai 
lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka  tidak boleh dilangsungkan 
perkawinan lagi, sepanjang  hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari 
yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
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Pasal 11 
1. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.  
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan  diatur dalam  
Peraturan Pemerintah lebih lanjut.  
Pasal 12 
Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.   
BAB III 
PENCEGAHAN PERKAWINAN 
Pasal 13 
Perkawinan dapat dicegah apabila ada  orang yang tidak  memenuhi  syarat-syarat 
untuk melangsungkan perkawinan.  
Pasal 14 
1. Yang dapat mencegah perkawinan adalah  para keluarga dalam garis keturunan 
lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah 
seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.  
2. Mereka  yang tersebut dalam ayat (1) pasal  ini berhak juga mencegah 
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai  berada di  
bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan  tersebut  nyata-nyata 
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mengakibatkan kesengsaraan bagi calon  mempelai yang lain, yang mempunyai  
hubungan  dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.  
Pasal 15 
Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari 
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah 
perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 
4 Undang-undang ini. 
Pasal 16 
Pejabat  yang ditunjuk  berkewajiban mencegah  berlangsungnya perkawinan apabila 
ketentuan-ketentuan dalam Pasal  7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 
Undang-undang ini tidak dipenuhi. 
Pasal 17 
1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada  Pengadilan  dalam daerah hukum  
dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada 
pegawai pencatat perkawinan. 
2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan  pencegahan 
perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.  
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Pasal 18 
Pencegahan perkawinan dapat  dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan 
menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. 
Pasal 19 
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. 
Pasal 20 
Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau  membantu 
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan 
dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini 
meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.  
Pasal 21 
1. Jika pegawai  pencatat perkawinan berpendapat  bahwa terhadap perkawinan  
tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia  akan  menolak 
melangsungkan perkawinan. 
2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan  akan 
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan 
alasan-alasan penolakannya.   
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3. Para pihak yang  perkawinannya ditolak berhak mengajukan  permohonan kepada 
Pengadilan  di dalam  wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang 
mengadakan penolakan  berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan  
menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.  
4. Pengadilan akan  memeriksa  perkaranya  dengan acara singkat dan 
akanmemberikan ketetapan,  apakah ia akan  menguatkan penolakkan tersebut 
ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.  
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika  rintangan-rintangan yang mengakibatkan 
penolakan  tersebut hilang dan  pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi 
pemberitahukan tentang maksud mereka.  
BAB IV 
BATALNYA PERKAWINAN 
Pasal 22 
Perkawinan dapat  dibatalkan apabila para  pihak tidak memenuhi syarat-syarat  
untuk melangsungkan perkawinan.  
Pasal 23 
Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:  
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.  
b. Suami atau isteri.  
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c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.  
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap 
orang mempunyai kepentingan hukum  secara langsung terhadap  perkawinan 
tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.  
Pasal 24 
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua 
belah pihak dan atas dasar  masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3  ayat (2) dan Pasal 
4 Undang-undang ini.  
Pasal 25 
Permihonan pembatalan perkawinan diajukan kepada  Pengadilan dalam daerah 
hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami 
atau isteri.  
Pasal 26 
1. Perkawinan yang  dilangsungkan dimuka pegawai  pencatat perkawinan yang 
tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa 
dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga 
dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau 
isteri.  
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2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1) 
pasal ini gugur  apabila mereka setelah hidup  bersama sebagai suami isteri dan 
dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak  berwenang dan perkawinan 
harus diperbaharui supaya sah.  
Pasal 27 
1. Seorang suami  atau isteri  dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar 
hukum.  
2. Seorang suami  atau isteri  dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka 
mengenai diri suami atau isteri.  
3. Apabila ancaman  telah  berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah 
menyadarikeadaannya, dan dalam jangka waktu  6 (enam) bulan setelah itu masih 
tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk 
mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.  
Pasal 28 
1. Batalnya suatu perkawinan dimulai  setelah  keputusan Pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.  
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :  
a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;  
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b. suami atau isteri yang bertindak dengan  itikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain 
yang lebih dahulu.  
c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka 
memperoleh hakhak dengan  itikad baik  sebelum keputusan tentang 
pembatalan mempunyai  kekuatan hukum tetap.  
BAB V 
PERJANJIAN PERKAWINAN 
Pasal 29 
1. Pada waktu atau sebelum  perkawinan dilangsungkan kedua belah  pihak 
ataspersetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh 
pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga tersangkut.  
2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana  melanggar batas-batas  
hukum,agama dan kesusilaan. 
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila 
dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk  mengubah  dan  perubahan tidak  
merugikan pihak ketiga. 
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BAB VI 
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI 
Pasal 30 
Suami-isteri memikul kewajiban  yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 
menjadi sendi dasar susunan masyarakat.  
Pasal 31 
1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.  
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.  
Pasal 32 
1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.  
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan  dalam  ayat (1) pasal ini ditentukan 
oleh suami-isteri bersama.   
Pasal 33 
Suami  isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.  
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Pasal 34 
1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.  
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan.  
BAB VII 
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN 
Pasal 35 
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama  
2. Harta bawaan dari masing-masing suami  dan isteri dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Pasal 36 
1. Mengenai harta  bersama, suami atau isteri dapat bertindak  atas persetujuan 
kedua belah pihak.  
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya 
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.   
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Pasal 37 
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya 
masingmasing.  
BAB VIII 
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA 
Pasal 38 
Perkawinan dapat putus karena: 
a. Kematian,  
b. Perceraian dan   
c. atas keputusan Pengadilan.  
Pasal 39 
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan 
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
2. Untuk  melakukan  perceraian harus ada  cukup alasan bahwa antara suami istri 
itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersebut.  
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Pasal 40 
1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.  
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam 
peraturan perundangan tersendiri.  
Pasal 41 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:  
a. Baik ibuatau bapak tetap  berkewajiban  memelihara dan mendidik  anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada  
perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusan.  
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan  dan  
pendidikan yang diperlukan  anak itu, bilaman bapak dalam  kenyataannya 
tidak  dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa 
ikut memikul biaya tersebut.  
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.  
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BAB IX 
KEDUDUKAN ANAK 
Pasal 42 
Anak yang sah  adalah anak  yang dilahirkan dalam atau sebagai  akibat perkawinan  
yang sah.  
Pasal 43 
1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya.  
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan  diatur dalam  
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 44 
1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, 
bilamana ia dapat membuktikan  bahwa isterinya telah  berzina dan anak  itu 
akibat dari perzinaan tersebut.  
2. Pengadilan memberikan keputusan  tentang sah/tidaknya anak atas permintaan 
pihak yang berkepentingan.  
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BAB X 
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 
Pasal 45 
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya  
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat  (1) pasal  ini berlaku sampai 
anak  itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus  meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus.  
Pasal 46 
1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.  
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua 
dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya. 
Pasal 47 
1. Anak yang belum  mencapai umur  18 ( delapan belas ) tahun  atau belum pernah 
melangsungkan  perkawinan ada di bawah  kekuasaan  orang tuanya selama 
mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.  
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam 
dan di luar Pengadilan.  
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Pasal 48 
Orang tua  tidak  diperbolehkan memindahkan hak atau  menggandakan barang-
barang tetap yang dimiliki  anaknya yang  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun  
atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu 
menghendakinya.  
Pasal 49 
1. Salah  seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang 
anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, 
keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa 
atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :  
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;  
b. Ia berkelakuan buruk sekali.  
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk 
memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.  
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BAB XI 
PERWAKILAN 
Pasal 50 
1. Anak yang belum mencapai umur 18  (delapan belas) tahun  atau  belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, 
berada di bawah kekuasaan wali.  
2. Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 
bendanya.  
Pasal 51 
1. Wali  dapat  ditunjuk  oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang  
tua, sebelum ia meninggal,  dengan surat wasiat  atau  dengan lisan  di hadapan 2 
(dua) orang saksi.  
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang 
sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik.  
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya 
sebaik baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.  
4. Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada  di bawah  kekuasaannya 
pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta 
benda anak atau anak-anak itu.  
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5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah 
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 
kelalaiannya.  
Pasal 52 
Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.  
Pasal 53 
1. Wali  dapat di cabut  dari kekuasaannya,  dalam hal-hal  yang tersebut dalam  
pasal  49 Undang-undang ini.  
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.  
Pasal 54 
Wali yang  telah menyebabkan  kerugian  kepada harta benda anak yang  di bawah 
kekuasaannya, atas tuntutan anak  atau keluarga tersebut dengan keputisan 
Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.  
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BAB XII 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 
Bagian Pertama 
Pembuktian Asal-usul Anak 
Pasal 55 
1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang 
authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan 
dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul  seorang anak setelah  diadakan  
pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. 
3. atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat 
kelahiran yang ada  dalam daerah hukum Pengadilan  yang bersangkutan 
mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.  
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Bagian Kedua 
Perkawinan di Luar Indonesia 
Pasal 56 
1. Perkawinan di  Indonesia antara dua  orang warganegara  Indonesia atau seorang 
warganegara  Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana 
dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu 
dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan 
Undang-undang ini.  
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, 
surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan 
tempat tinggal mereka.  
Bagian Ketiga 
Perkawinan Campuran 
Pasal 57 
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah 
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk  pada hukum yang berlainan, 
karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan 
Indonesia.  
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Pasal 58 
Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan 
campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya  dan dapat pula 
kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam 
Undangundang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. 
Pasal 59 
1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya 
perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik 
maupun hukum perdata.  
2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di  Indonesia dilakukan menurut 
Undangundang perkawinan ini. 
Pasal 60 
1. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-
syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. 
2. Untuk membuktikan bahwa  syarat-syarat tersebut  dalam  ayat (1) telah dipenuhi  
dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran 
maka  oleh mereka yang menurut hukum yang  berlaku bagi pihak  masing-
masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa 
syarat-syarat telah dipenuhi.  
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3. Jika pejabat yang  bersangkutan menolak  untuk memberikan surat keterangan itu, 
maka atas  permintaan yang berkepentingan,  Pengadilan  memberikan keputusan 
dengan tidak beracara serta tidak  boleh  dimintakan banding  lagi tentang soal 
apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. 
4. Jika Pengadilan memutuskan bahwa  penolakan tidak beralasan, maka keputusan 
itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3). 
5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan 
lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah 
keterangan itu diberikan. 
Pasal 61 
1. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.  
2. Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa memperlihatkan 
lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau  
keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang 
ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.  
3. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia  mengetaui 
bahwa  keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum 
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.  
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Pasal 62 
Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan  Pasal 59  ayat  
(1) Undang-undang ini.  
Bagian Keempat 
Pengadilan 
Pasal 63 
1. Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:  
a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.  
b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.  
2. Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.   
BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 64 
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang 
tejadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-
peraturan lama, adalah sah. 
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Pasal 65 
1. dalam  hal  seorang suami beristeri  lebih  dari seorang baik berdasarkan hukum 
lama maupun  berdasarkan  Pasal  3  ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah  
ketentuanketentuan berikut:  
a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan 
anaknya;  
b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama 
yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu 
terjadi;  
c. Semua isteri  mempunyai hak  yang sama atas harta bersama yang terjadi 
sejak perkawinannya masing-masing.  
2. Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut 
Undangundang ini tidak menentukan lain, maka  berlakulah ketentuan-ketentuan 
ayat (1) pasal ini.  
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BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 66 
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini 
ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen  (Huwelijk Ordanantie 
Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op 
gemeng  de Huwelijken S.1898  No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang 
mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, 
dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 67 
1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang 
pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
2. Hal-hal  dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan,  
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Agar supaya setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di 
Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1974. 
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